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ABSTRAK 

 

Penelitian kualitatif ini bermaksud menjelaskan bentuk manifestasi politik Islam yang  

diusung oleh organisasi Islam khususnya Muhammadiyah sebagai tanggapan terhadap 

performa buruk partai-partai politik Islam di era transisi demokrasi di Indonesia. Sebagai 

ideologi politik sendiri, politik Islam telah mengalami transformasi khususnya orientasinya 

sejak era awal kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana di tunjukkan oleh perilaku politik 

Muhammadiyah lokal di Yogyakarta dan Sulawesi Selatan, organisasi ini menyadari status 

dan posisinya sebagai organisasi keagamaan dan bagian dari kekuatan sipil di negeri ini.  

Praktek politik Islam yang mereka usung lebih dipahami secara positif untuk berkontribusi 

dengan berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi khususnya dalam pencalonan 

kadernya di kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun terdapat variasi dalam pola, 

kebijakan dan juga strategi politik yang dijalankan oleh Muhammadiyah di dua provinsi ini 

meskipun dengan hasil yang sama mendapatkan kursi untuk wakilnya masing-masing, M. 

Afnan Hadikusumodari Muhammadiyah Yogyakarta dan M. Iqbal Parewangi dari 

Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Berbekal keberhasilan pada Pemilu DPD 2004 dan 2009,  

Muhammadiyah Yogyakarta memberikan dukungan resmi organisasi kepada calon DPD-nya 

dan menggunakan seluruh infrastruktur organisasinya untuk kampanye dan alat mendulang 

suara. Sedikit berbeda dengan di Yogyakarta, Muhammadiyah Sulawesi Selatan belajar dari 

kegagalan pada Pemilu DPD 2004 dan 2009 karena konflik internal dan perpecahan.  Pada 

Pemilu 2014, Muhammadiyah Sulawesi Selatan tidak memberikan dukungan resmi 

organisasi kepada calon DPD-nya namun mengizinkannya menggunakan infrastruktur 

organisasi digunakan untuk kampanye dan mendulang suara. 
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ABSTRACT 

 

The qualitative study addressed the manifestation of political Islam particularly as 

expressed and articulated by Muslim organizations especially Muhammadiyah at regional 

levels as a response to the underperformance of Islamic-based political parties in the current 

development of democratic transition in Indonesia. Political Islam as an ideology itself has 

undergone changes including its orientations, targets and its practices over the time since the 

Indonesia independence. As shown in this study, Muhammadiyah of Yogyakarta and South 

Sulawesi has realized them as a socio-religious organization that is parts of the civil society 

in the current democratization. Their political Islam is addressed to strengthen it by 

participating in the process and contribute to the betterment of the country especially in the 

general election for seats at the Regional Representative Assembly (DPD). However, based 

on its internal federalist nature, this active Islamic political participation of two regional 

board of Muhammadiyah in Yogyakarta and South Sulawesi have shown different local 

motivations, institutional supports as well as strategies to win the vote though at the end both 

have secured a seat for DPD by the name of M. AfnanHadikusumo and M. IqbalParewangi 

respectively representing the two provinces. Muhammadiyah of Yogyakarta, that won the 

vote both in the 2004 and 2009 DPD election, had decided to provide institutional supports 

for the candidate and to employ its hierarchical organizational infrastructures for the 

campaign and gaining vote in the 2014 election. Rather different to Yogyakarta case, 

Muhammadiyah of South Sulawesi had failed to win a seat both in the 2004 and 2009 

election due to internal fragmentation and division. In the 2014 general election, 

Muhammadiyah of South Sulawesi had decided not give official support of its candidate for 

the DPD yet allow him to use the hierarchical organizational infrastructure for campaigns and 

gaining votes from Muhammadiyah’s members and sympathizers.  
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